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ABSTRAK 

 

 

FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN 

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH  

(Studi Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung) 

 

 

Oleh: 

Nurul Era Fatmawati 

 

 

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan terutama di kawasan 

perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada 

kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik lingkungan. Salah satu 

program pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yaitu 

penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, pengelolaan 

program tersebut di Kelurahan Way Lunik belum berjalan dengan baik, sehingga 

masih menimbulkan kesan kumuh di kelurahan tersebut. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan fungsi manajemen pemerintahan dalam 

pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Way Lunik Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dan 

komponen program tidak diterapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. 

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu fungsi manajemen pemerintahan, pada 

aspek perencanaan pemerintahan pencapaian tujuan program tidak tercapai secara 

optimal dan tidak menerapkan prinsip partisipatif, pada aspek perencanaan lebih 

dominan dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat maupun 

stakeholder. Aspek pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, kurangnya 

keaktifan dari kelembagaan masyarakat sebagai pelaksana program dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek penggerak 

penggunaan sumber-sumber pemerintahan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti pengembangan kapasitas masyarakat dan sulitnya komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan sulitnya menyamakan waktu 

dalam mengadakan pertemuan. Aspek pengawasan atau pengendalian 

pemerintahan dalam program KOTAKU sudah cukup baik, namun tidak adanya 

pengawasan lanjutan dari pemerintah terhadap infrastruktur yang sudah 

diperbaiki, menjadi salah satu indikasi dari buruknya fungsi manajemen 

pemerintahan dalam program KOTAKU. 

 

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Kota Tanpa Kumuh, Manajemen  

Pemerintahan 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE FUNCTION OF GOVERNMENT MANAGEMENT IN MANAGING 

CITY PROGRAMS WITHOUT SLUMS 

 (Study in Way Lunik Village, Panjang District, Bandar Lampung City) 

 

 

By: 

Nurul Era Fatmawati 
 

 

Slums was one of the problems, especially in urban areas. The problem was 

caused by many factors both in the physical condition of the environment and 

non-physical conditions of the environment. One of the government programs in 

overcoming the problems of slums is the implementation of the City without 

Slums Program (KOTAKU). However, the management of the program in Way 

Lunik Kelurahan has not been going well, so it still gives the impression of being 

a slum in the village. The purpose of this study is to describe the function of 

government management in the management of the City without Slums program 

in the Way Lunik Subdistrict, Panjang District, Bandar Lampung City. This study 

uses a qualitative approach to the method of collecting data through interviews, 

documentation, and observation. The results showed that the basic principles and 

components of the program were not applied in the implementation of the 

KOTAKU program. Based on the theory used, that is the function of government 

management, in the aspect of government planning the achievement of program 

goals is not achieved optimally and does not apply participatory principles, the 

planning aspect is more dominantly carried out by the government and does not 

involve the community or stakeholders. Aspects of organizing government 

resources, lack of activeness from community institutions as program 

implementers in carrying out their main tasks and functions. The driving force in 

the use of government resources is the lack of community participation in 

participating in community capacity building and the difficulty of communication 

between the government and the community due to the difficulty of equalizing 

time in holding meetings. The aspects of government oversight or control in the 

KOTAKU program are already quite good, but the absence of continued 

supervision from the government on improved infrastructure is one indication of 

the poor functioning of government management in the KOTAKU program. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kota merupakan tempat bermukimnya masyarakat yang tinggal di perkotaan 

yang merupakan pusat dari tempat kegiatan dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Perkembangan kota yang dinamis 

membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu 

sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan 

ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat dan membawa pengaruh bagi 

tenaga kerja baik dalam kota maupun dari luar kota. Sehingga memicu 

terjadinya kepadatan penduduk yang menjadi dampak bagi kelangsungan 

hidup masyarakat di perkotaan. 

 

Kepadatan penduduk menimbulkan permasalahan, seperti pemukiman kumuh 

merupakan permasalahan yang sejak lama berkembang di perkotaan. 

Pemukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan bagi pengembangan 

kota tak terkecuali di Kota Bandar Lampung. Pemukiman kumuh merupakan 

pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
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Salah satu penyebab pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung adalah 

faktor kemiskinan.Karena tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, 

dan papan menuntut masyarakat yang miskin tersebut membangun 

pemukiman di lahan yang sempit dan bangunan yang mereka dirikan tidak 

sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Data Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2018 

Wilayah 
Jumlah 

(Ribu) 

Lampung Barat 42.71 

Tanggamus 77.53 

Lampung Selatan 150.11 

Lampung Timur 167.64 

Lampung Tengah 162.38 

Lampung Utara 131.78 

Way Kanan 62.00 

Tulang Bawang 44.31 

Pesawaran 71.64 

Pringsewu 44.41 

Mesuji 15.16 

Tulang Bawang Barat 21.77 

Pesisir Barat 23.76 

Bandar Lampung 100.50 

Metro 16.06 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Tahun 2018 

 

Pada data tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 

jumlah penduduk miskin yang banyak. Hal ini terjadi karena seiring dengan 

harga rumah yang semakin mahal akibat ketersediaan lahan yang kian 

terbatas, sementara jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya 

sehingga timbulnya pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.Jumlah 

penduduk di Kota Bandar Lampung, dari hasil sensus BPS (Badan Pusat 

Statistik) pada tahun 2018 memiliki populasi penduduk sebanyak 1.251.642 
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jiwa. Hal ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 997.728 jiwa dengan luas 

wilayah sekitar 197,22 km² maka Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan 

penduduk 6.346 jiwa/km².Pada berita online, data dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa: 

 “Sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di 

dalam kondisi yang rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35.291 

ha kawasan kumuh perkotaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah 

di Indonesia. Populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat 

dari 7400 orang per km² menjadi 9400 orang per km² dan 

diperkirakan 68% orang akan tinggal di Kota pada tahun 2025, 

sehingga kawasan kumuh terus meningkat” (sumber: 

www.poetramerdeka.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 

pukul 10.11 WIB) 

 

 

Berdasarkan berita online di atas, menunjukan bahwa harus ada tindakan atau 

kebijakan untuk mengentaskan pemukiman kumuh yang selama ini 

berkembang di perkotaan.Upaya mengatasi permasalahanpemukiman kumuh 

di wilayah perkotaan tersebut,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan 

Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karyamenyelenggarakan Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

 

Program KOTAKU merupakan transformasi dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan yang secara program 

telah berakhir pada tahun 2014, kemudian Kementrian PUPR melanjutkan 

program tersebut dengan nama program KOTAKU. Sesuai dengan Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 yang di 

dalamnya memuat tujuan progam KOTAKU yaitu untuk meningkatkan akses 

terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan 

yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 
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Program KOTAKU mempunyai 7 (tujuh) indikator kekumuhan yaitu, 

keteraturan bangunan, akses jalan lingkungan, penyediaan akses air bersih, 

penyediaan akses sanitasi, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, 

proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau. Program dapat dikatakan berhasil 

jika indikator tersebut telah terlaksanakan dan mencapai target 100-0-100. 

Maksud dari target tersebut ialah memenuhi 100% kebutuhan dasar air 

minum bagi warga miskin, dan 0% menghilangkan pemukiman kumuh, serta 

100% menyelesaikan permasalahan sanitasi lingkungan. 

 

Setelah penjelasan program di atas, kemudian Pemerintah Kota Bandar 

Lampung menetapkan beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah 

yang kumuh sebagai berikut: 

Tabel 2. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/HK/2014 

Tentang Penetapan Wilayah Kumuh di Bandar Lampung 

No. Nama Lokasi 
Luas 

(Ha) 

Lingkup Administratif 

Kelurahan Kecamatan 

1 2 3 4 5 

1. Kota Karangraya 16,60 Kota Karangraya Teluk Betung Timur 

2. Kota Karang 20,00 Kota Karang Teluk Betung Timur 

3. Gedung Pakuon 6,58 Gedung Pakuon Teluk Betung Selatan 

4. Negeri Olok Gading 6,00 Negeri Olok Gading Teluk Betung Selatan 

5. Talang 9,42 Talang Teluk Betung Selatan 

6. Kangkung 21,03 Kangkung Bumi Waras 

7. Bumi Waras 14,46 Bumi Waras Bumi Waras 

8. Sukaraja 42,50 Sukaraja Bumi Waras 

9. Bumi Raya 8,64 Bumi Raya Bumi Waras 

10. Ketapang 2,00 Ketapang Panjang 

11. Way Lunik 6,63 Way Lunik Panjang 

12. Pidada 0,66 Pidada Panjang 

13. Panjang Utara 0,69 Panjang Utara Panjang 

14. Karang Maritime 2,00 Karang Maritime Panjang 

15. Srengsem 1,50 Srengsem Panjang 

16. Sukajawa Baru 12,51 Sukajawa Baru Tanjung Karang Barat 

17. Palapa 7,49 Palapa Tanjung Karang Pusat 

18. Pasar Gintung 11,18 Pasar Gintung Tanjung Karang Pusat 

19. Kaliawi Persada 3,18 Kaliawi Persada Tanjung Karang Pusat 

20. Kebon Jeruk 20,08 Kebon Jeruk Tanjung Karang Timur 
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1 2 3 4 5 

21. Sawah Lama 10,78 Sawah Lama Tanjung Karang Timur 

22. Sawah Brebes 7,12 Sawah Brebes Tanjung Karang Timur 

23. Sukamenanti Baru 31,51 Sukamenanti Baru Kedaton 

24. Gunung Sulah 19,10 Gunung Sulah Way Halim 

25. Campang Raya 5,06 Campang Raya Sukabumi 

26 Tanjung Agung 

Raya 

4,49 Tanjung Agung 

Raya  

Kedamaian 

Jumlah 266,64 Ha 

   Sumber: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/HK/2014 
 

 

Berdasarkan tabel di atas, Kota Bandar Lampung merupakan salah satu 

daerah di Provinsi Lampung yang memiliki kawasan kumuh.Terdapat 13 

kelurahan di Kota Bandar Lampung mendapatkan peningkatan kualitas 

perumahan dan permukiman kumuh berbasis lingkungan melalui Program 

KOTAKU. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pebangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah yang dikutip dari berita 

online menyebutkan 13 kelurahan yang mendapat program tersebut yaitu: 

Tabel 3. Daftar Nama Kelurahan Mendapat Program KOTAKU di Bandar 

Lampung  
No.  Nama Kelurahan Kecamatan 

1. Gedong Pakuon Teluk Betung Selatan  

2. Negeri Olok Gading Teluk Betung Barat 

3. Srengsem Panjang 

4. Karang Maritim Panjang 

5. Panjang Utara Panjang 

6. Way Lunik Panjang 

7. Palapa Tanjung Karang Pusat 

8. Kaliawi Persada Tanjung Karang Pusat 

9. Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat 

10. Kangkung Bumi Waras 

11. Bumi Raya Bumi Waras  

12. Campang Jaya Sukabumi 

13. Sawah Brebes Tanjung Karang Timur 

Sumber:https://lampung.antaranews.com/berita/307767/13-kelurahan-kota-

bandar-lampung-ikut-program-kota-tanpa-kumuh, diakses pada 

tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.15 WIB. 
 

 

 

https://lampung.antaranews.com/berita/307767/13-kelurahan-kota-bandarlampung-ikut-program-kota-tanpa-kumuh
https://lampung.antaranews.com/berita/307767/13-kelurahan-kota-bandarlampung-ikut-program-kota-tanpa-kumuh
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Berita online di atas, Program ini diadakan dengan tujuan untuk mendukung 

upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatasi persoalan kekumuhan. 

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Iwan 

Gunawan sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur 

Permukiman (PIP) Kota Bandar Lampungpembangunan infrastruktur yang 

telah dikerjakan untuk mengurangi luasan wilayah kumuh di Bandar 

Lampung telah mencapai progres 70%.Kegiatan itu mencakup pengadaan 

sarana persampahan, drainase, jalan lingkungan, dan bangunan pelengkap 

lainnya serta ruang terbuka publik.Target kumulatif pengurangan wilayah 

kumuh di Bandar Lampung kurang lebih 200 hektare sesuai SK Wali Kota 

Bandar Lampung tahun 2014.Secara keselurahan target yang diinginkaan 

adalah berkurang daerah kumuh di wilayah Kota Bandar Lampung kurang 

lebih 200 hektare yang telah dikerjakan secara terencana dari tahun 2015 

sampai dengan 2018. 

  

Namun, melihat dari masalah kota terkotor di Indonesia, dilansir dari berita 

online Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun 

Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLKH) selain menilai kota terbersih juga menilai kota terkotor di Indonesia 

karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura 

periode 2017-2018 diantaranya yaitu Kota Medan, Kota Bandar Lampung, 

Kota Manado, Sorong, Kupang, dan Palu. (Sumber: https://news.detik.com/-

berita/klhk-ungkap-kota-terkotor-di-indonesia, diakses pada tanggal 28 

September 2018 pukul 07.35 WIB).  
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Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang adalah salah satu daerah yang 

masuk dalam kawasan prioritas penanganan kumuh dengan luas 6,63 Ha. 

Kelurahan Way Lunik merupakan suatu kawasan permukiman yang berada di 

kawasan industri dan kawasan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). 

Dilihat dari aspek permukiman, potensi yang dimiliki Kelurahan Way Lunik 

untuk perkembangan permukiman penduduk sangat terbatas, banyak 

masyarakat yang mendirikan bangunan tempat tinggal di sekitar bantaran rel 

kereta api. Permasalahan yang ada menyangkut pengembangan permukiman 

dengan keterbatasan lahan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat 

kepadatan bangunan rumah serta mengakibatkan terjadinya kekumuhan. 

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari ketua Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (LKM) Kelurahan Way Lunik, Bapak Maliki mengemukakan 

bahwa: 

“Kelurahan Way Lunik dipilih sebagai kawasan prioritas penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung karena 

menurut hasil konsolidasi data baseline100 0 100 dan 

penyepakatan/sinkronisasi hasil pemetaan swadaya kelurahan, maka 

Kelurahan Way Lunik kekumuhan sangat memprihatinkan, 

masyarakatnya hidup di kawasan industri. Kemudian berdasarkan data 

baseline tersebut lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan 

infrastruktur di Way Lunik itu RT 03 Lingkungan I” 

 

 

Seiring dengan berjalannya pembangunan, dan diikuti dengan peningkatan 

jumlah penduduk, sedangkan jumlah persediaan lahan untuk pemukiman 

yang tetap, maka tak jarang menyebabkan wilayah permukiman yang dekat 

dengan pusat kegiatan akan timbul beberapa titik hunian yang padat. Sesuai 

dengan pra riset yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 10 Oktober 2018 
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pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Way Lunik, data jumlah penduduk di 

Kelurahan Way Lunik, yaitu : 

 
Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

No. 

 

RW/ 

Lingkungan 

 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

 

 
Jumlah KK 

 
Laki-

laki 
Wanita Total 

1.  Lingkungan I 
 

2.318 2.484 4.802 1.244 

2. Lingkungan II 
 

1.450 1.530 2.980 747 

 
Jumlah 144 3.768 4.014 7.782 1.991 

Sumber: Dokumen Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

Berdasarkan pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk 7.782  jiwa dengan luas wilayah 

144 Ha di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung.Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas lahan maka 

tak jarang menjadikan daerah tersebut menjadi hunian yang 

padat.Permukiman hunian yang padat ini menimbulkan kesan kumuh bagi 

lingkungan sekitarnya.Mengutip pendapat Fadhilah (2013:3) mengatakan 

bahwa: 

“Pemukiman kumuh biasanya diikuti dengan gaya hidup yang tidak 

tertib seperti pendirian bangunan liar di sekitar bantaran sungai dan di 

sekitar rel kereta api, membuang sampah sembarangan maupun aksi 

bersih diri dan buang hajat di sungai yang tentunya ini tindakan yang 

tidak sehat dan mencemari lingkungan.” 

 

 

Berdasarkan Kerangka Kerja Pengelolaaan Lingkungan dan Sosial, 

Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 

2016, menyatakan bahwa: 
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“Pada tahun 2014 tercatat sekitar 38.000 Ha kawasan permukiman 

kumuh berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, basis perumahan kumuh dan pemukiman 

kumuhtersebut diukur berdasarkan perumahan yang masih dibawah 

standar, tidak memadainya akses infrastruktur dasar seperti air, 

sanitasi dan jalan, tidak hanya itu basis perumahan dan permukiman 

kumuh juga diukur berdasarkan kesehatan lingkungan yang buruk 

serta kerentanan terhadap bencana alam.”  

 

 

Pada tahun 2014 Walikota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan 

(SK) Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Way Lunik 6,63 Ha. 

Setelah dilakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh di Kota Bandar 

Lampung tahun 2016 yang tercantum dalam SK Wali Kota Bandar Lampung 

No. 406/III.24/HK/2016, luas kawasan kumuh di Kelurahan Way Lunik 

adalah 5,89 Ha termasuk dalam wilayah kategori kumuh berat.  

 

Pelaksanaan program KOTAKU dimulai pada tahun 2018 dimana kegiatan 

peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di Kelurahan Way 

Lunik didukung oleh dana stimulan yang dialokasikan melalui Bantuan Dana 

Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN. Pada tahun 2018, 

melalui dana BDI skala lingkungan, dilakukan peningkatan kualitas jalan 

dengan pembangunan paving blok, pembuatan drainase, pengadaan motor 

sampah, dan penerangan lampu jalan yang dianggarkan untuk lingkungan RT 

03 lingkungan I. Berikut data usulan kegiatan dan biaya kegiatan program 

KOTAKU di Kelurahan Way Lunik: 
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Tabel 5. Data Usulan Kegiatan Program KOTAKU Kelurahan Way 

Lunik 
Nama 

Kelurahan 
KSM Deskripsi Kegiatan 

Volume/ 

Kuantitas (M) 

Way Lunik 

Lunik 

1 

Jalan Paving Block 286,4 

 Drainase Lingkungan 83,5 

 Penutup Saluran/Parit 133 

 Motor Sampah 1 

Lunik 

2 

Jalan Paving Block 271,2 

 Penutup Saluran/Parit 59 

 

Sumber: Dokumen Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, usulan kegiatan Program KOTAKU di Kelurahan 

Way Lunik yaitu terdiri dari jalan paving blok, drainase lingkungan penutup 

saluran/parit, dan motor sampah yang dilaksanakan oleh 2 Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu KSM Lunik 1 dan KSM Lunik 2. Program 

KOTAKU sebagai upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuhbaru di 

Bandar Lampung, serta akan mewujudkan permukiman layak huni, dimana 

Pemerintah Daerah memimpin dan sekaligus juga ikut berkolaborasi dengan 

para pemangku kepentingan yang berada dilapisan masyarakat. Pemerintah 

Daerah dan kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh 

secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor 

maupun aktor di tingkatan Pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan 

kelompok peduli lainnya sekaligus merevitalisasi peran Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM)di tingkat kelurahan. 

 

Pelaksana kegiatan program KOTAKU adalah pihak kelurahan dimana unsur 

utama pelaksanaan program adalah Lurah dan perangkatnya, Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan 
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Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) serta masyarakat.  

 

Program KOTAKU merupakan program nasional yang secara 

pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat 

maupun  ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat kelurahan. Komponen 

atau aparat yang dimaksud hendaknya memiliki managerial dan skill yang 

dapat diandalkan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan 

benar. Selain melibatkan aparat pemerintah pusat dan daerah, program ini 

juga memerlukan sektor stakeholder serta peran aktif dari kelembagaan 

masyarakat agar pembangunan dapat terlaksana dengan optimal. Fungsi 

manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisaian, penggerakan dan 

pengawasan. 

 

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan 

sangat ditentukan oleh kinerja dari pelaksana program yaitu pemerintah, 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang dinilai sejauh mana 

para pelaksana program dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, 

mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

dalam kaitannya manerapkan fungsi manajemen dengan benar diharapkan 

dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tuntutan tugas dan 

wewenangnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Ketua 

LKM Kelurahan Way Lunik pada tanggal 10 Oktober 2018, Bapak Maliki 

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, program KOTAKU ini masih 



12 
 

terdapat berbagai permasalahan lain, sehingga pelaksanaannya kurang 

maksimal. Pertama mengenai aspek perencanaan, minimnya kemampuan 

masyarakat dan kelembagaan di masyarakat dalam menyusun rancangan 

kegiatan, masalah lainnya yaitu terjadi salah penangkapan informasi yang 

diberikan dari pemerintah maupun pendamping sehingga terjadi kesalah 

pahaman dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan. 

 

Kedua, aspek pengorganisasian yaitu kurangnya keaktifan dari kelembagaan 

masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Ketiga, aspek 

pelaksanaan yaitu sulitnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat 

dikarenakan sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan 

pertemuan.Keempat, aspek pengawasan, belum adanya standar pengawasan 

yang jelas terhadap pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun.Selain 

itu, program KOTAKU masih belum dapat menyelesaikan masalah 

kekumuhan di Kelurahan Way Lunik. Beberapa penelitian terdahulu yang 

juga membahas tentang penanganan perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Penelitian Terdahulu 
No. Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 

Tahun Judul Penelitian 

1. Anggun 

Veriana 

Agustina 

Skripsi 2016 Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen 

Kepala Desa Yogyakarta Selatan Dalam 

Pengelolaan Infrastruktur Desa Tahun 

Anggaran 2013-2015 

2. Novi 

Nurhana Putri 

Skripsi 2014 Kemampuan Kepala Desa Margasari 

Dalam Pengelolaan  Pembangunan Fisik 

2012-2013 

3. Herry 

Suharyadi 

dan 

Mohamad Aji 

Insani 

Jurnal 2015 Manajemen Pemerintahan Dalam Unit 

Program Unit Reaksi Cepat Tambal 

Jalan Di Kota Bandung Tahun  2015  

Sumber: Peneliti terdahulu 
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Berdasarkan tabel di atas, Peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya 

pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala desa 

Yogyakarta Selatan dalam pembangunan infrastruktur desa yang belum 

optimal, dilihat dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu 

terletak pada indikator yang digunakan dalam fokus penelitian, perbedaannya 

yaitu kerangka pikir.Peneliti kedua fokus penelitiannya yaitu membahas 

kemampuan kepala desa Margasari dalam pengelolaan pembangunan fisik 

dengan menggunakan indikator kemampuan merencanakan pembangunan, 

kemampuan pelaksaan pembangunan dan kemampuan melakukan evaluasi. 

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu kerangka pikir, kerangka teori dan 

indikatornya. 

 

Peneliti ketiga hasil penelitiannya membahas program unit reaksi cepat 

tambal jalan di Kota Bandung oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui 

fungsi manajemen pemerintahan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini  adalah kerangka teori yang digunakan, kerangka pikir dan 

fokus penelitian. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dilihat fungsi manajemen 

pemerintahan dalam pengelolaan program KOTAKU belum optimal, oleh 

karena itu Peneliti akan mengkaji secara mendalam terkait fungsi manajemen 

pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan. Berdasarkan permasalahan di atas,Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Fungsi Manajemen Pemerintahan Dalam 
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Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Di Kelurahan Way Lunik 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana fungsi manajemen pemerintahan dalam pengelolaan 

Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang 

Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi manajemen 

pemerintahan dalam pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan 

Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan ilmu tata kelola atau manajemen Pemerintahan di 

perkotaan, khususnya pada bidang perumahan dan permukiman. 

2. Secara Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 
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a. Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Dinas Perumahan dan 

Pemukiman, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan  

informasi yang berguna dalam melaksanakan kebijakan dan strategi 

terkait penanganan perumahan dan pemukiman kumuh. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

informasi untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut, terutama yang berhubungan dengan fungsi manajemen 

pemerintahan dan program Kota Tanpa Kumuh.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Manajemen Pemerintahan 

1. Manajemen 

 

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu 

management yang berasal dari kata kerja to manage berarti kontrol. 

Manajemen dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, 

menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha (2003:159) manajemen 

mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right 

things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi 

dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang 

telah ditetapkan. 

 

Manajemen disebut sebagai kegiatan, maka pelaksanaannya disebut 

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer, individu yang 

menangani tugas-tugas operasional seluruhnya bersifat manajerial, 

kemampuan manajerial harus sesuai dengan sifat-sifat manajemen sebagai 

suatu proses. Proses ini menjadi panduan dari kegiatan yang dilakukan 

secara menyeluruh. Manajemen sebagai suatu proses sosial, artinya 

adanya proses hubungan antar manajer dengan bawahan. Penjelasan 

tersebut, istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai 
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tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang telah 

tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Sarwoto (1991: 

47) mengemukakan bahwa organisasi mengandung unsur sekelompok 

manusia, maka unsur terpenting dalam manajemen adalah kelompok 

manusia. 

 

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2003:2) manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya - sumber daya 

organisasi lainnya agar mencpai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Hasibuan (2009:9) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber dan manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Manajemen menurut Sirkula (dalam Hasibuan, 2009:2) adalah: 

“Management in general refers to planning, organizing, 

controlling, staffing, leading, motivating, commucating, and 

decision making activities performed by organization in order to 

coordinate thevaried resource of enterprise so as to bring an 

effect creation of some product or service.” (Manajemen pada 

umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi, dan pengambiln keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien)”. 

 

 

Menurut Hartono (2010: 10) fungsi manajemen adalah elemen-elemen 

dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang 

akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan.Terry (dalam Sukarna, 2011:10) mengklasifikasikan 
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empat fungsi manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling 

(Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. 

a. Planning(Perencanaan) 

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang 

akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan 

ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha 

pencapaian tujuan.  

 

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik 

dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan 

masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya 

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan 

segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.  

Menurut Terry (dalam Sukarna, 2011:10) mengemukakan bahwa: 

“Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-

fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan 

atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan 

halan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” 

 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, 

karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka 

segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian 

tujuan organisasi. Perencanaan (Planning) adalah fungsi dasar 

manajemen, karena fungsi-fungsi lain (organizing, 

actuating/directing, controlling, dll.) harus terlebih dulu 
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direncanakan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan 

pedoman pelaksanaannya dengan memilih yang terbaik darialternatif-

alternatif (kemungkinan) yang ada. 

 

Menurut Arikunto (2009:9) menyatakan bahwa perencanaan adalah 

suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil 

tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada 

tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan 

menyangkut apa yang dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, 

dimana dan bagaimana dilaksanakannya. 

 

Pendekatan dalam perencanaan dibagi menjadi tiga, yaitu top down 

planning (perencanaan dari atas ke bawah), button up planning 

(perencanaan dari bawah ke atas), dan perencanaan gabungan. Top 

down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan 

yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil 

keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana 

saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan 

top down atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh 

pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai 

pelaksana saja.  

 

Button up planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan 

bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan 

keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan 
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dalam pengertian dibidang pemerintahan, button up planning atau 

perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan 

kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. 

Perencanaan gabungan adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan dan kebutuhan bawahan dan atasan yang kemudian 

dilaksanakan secara bersama-sama (baik itu atasan dan bawahan). 

Pengertian lain adalah perencanaan yang disusun oleh masyarakat dan 

pemerintah yang dipadukan merupakan kesepakatan bersama 

pemerintah dan masyarakat. 

 

Indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan 

menurut Terry (dalam Torang, 2013:167), yakni prakiraan (rencana) 

kegiatan organisasi dan penganggaran (budgeting). Prakiraan 

(rencana) kegiatan organisasi terdiri dari rencana seperti penetapan 

tujuan, kebijakan, prosedur, metode, program, strategi dan standar 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Prakiraan berfungsi untuk 

menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan oleh 

organisasi sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. 

 

Setelah merencanakan aktivitas organisasi secara sistematis dan 

terukur, maka perlu juga melakukan perencanaan penganggaran 

(budgeting) untuk pelaksanaan kegiatan. Prinsip dalam melakukan 

perencanaan penganggaran, adalah mengunakan segala sumber daya 

keuangan secara efesien dan se-efektif mungkin. Hal ini perlu 

direncanakan secara serius, agar organisasi tidak melakukan 
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pemborosan, keuangan, selain itu sekaligus juga melihat sumber-

sumber daya keuangan yang bisa diperoleh dari luar organisasi. 

 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah suatu proses menggabungkan orang-orang 

yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas 

serta fungsinya dalam organisasi. Proses pengorganisasian dilakukan 

pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci 

berdasarkan bagian dari bidangnya masing-masing. Pengorganisasian 

dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber 

yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang 

dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. 

 

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan 

yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-

masing unit. George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 38) 

mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: 

“Organizing is the determining, grouping and arranging of the 

various activities needed necessary forthe attainment of the 

objectives, the assigning of the people to thesen activities, the 

providing of suitable physical factors of enviroment and the 

indicating of the relative authority delegated to each 

respective activity. “...Pengorganisasian ialah penentuan, 

pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan 

yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-

orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan 

faktor-faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan 

penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan 

terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

setiap kegiatan yang diharapkan.” 
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Pengorganisasian di dalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan yakni 

staffing (penempatan staf) dan pemaduan segala sumber daya 

organisasi. Staffing sangat penting dalam pengorganisasian. Sesuai 

dengan penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dalam 

organisasi, maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan 

terjamin. Fungsi pemimpin disini adalah mampu menempatkan 

theright man in the right place. Pemimpin harus mampu melihat 

potensi-potensi SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan aktivitas roda organisasi. Setelah menempatkan orang 

yang tepat untuk tugas tertentu, maka perlu juga mengkoordinasikan 

dan memadukan seluruh potensi SDM tersebut agar bekerja 

secarasinergis untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry 

(dalam Hasibuan, 2009:119) mengatakan:  

“Organizing is the astablishing of effective behavioral 

relationship among persons so that they may work together 

efficiently and gain personal satisfaction in doing selected task 

under given environmental conditions for the purpose of 

achieving some goal or objective. “…Pengorganisasian adalah 

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang 

efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja 

sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh 

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu 

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu”. 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

pengorganisasian sebagai proses penentuan dan pengelompokkan 

pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan 

wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk 
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memungkinkanorang-orang bekerjasama secara efektif dalam 

mencapai tujuan.  

 

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan) 

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager 

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh 

unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat 

tercapai. Menurut Terry (dalam Sukarna, 2011:82) mengatakan: 

“Actuating is setting all members of the group to want to 

achieve and to strike to achieve the objective willingly and 

keeping with the managerial planning and organizing 

efforts”…Penggerakkan adalah membuat semua anggota 

kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan 

dan usaha-usaha pengorganisasian”.  

 

Pelaksanaan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan perlu 

adanya kerjasama yang baik pula di antara semua pihak baik dari 

pihak atasan maupun bawahan. Selanjutnya Arikunto (2009:11) 

menyatakan pengarahan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan 

sebelum bawahan menjalankan tugas. 

 

Indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengorganisasian 

menurut Terry (dalam Torang, 2013:171), Actuating(penggerakan) 

meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan perintah. 

Koordinasi kepemimpinan yakni gaya memimpin dari sang pemimpin 

dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi 

agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi. 
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Sedangkan koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang 

yang terlibat organisasi ke dalam suasanakerjasama yang harmonis. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka kesimpulan dari penggerakan 

adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, 

dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap 

karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan 

peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk bekerja agar 

mencapaitujuan organisasi. 

 

d. Controlling(Pengawasan) 

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan 

dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. 

 

Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan 

pelaksanaanprogram dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi 

sehingga bilaperlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa 

yang dilakukanstaff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan 

maksud pencapaiantujuan yang telah direncanakan. Inti dari 

controlling adalah prosesmemastikan pelaksanaan agar sesuai dengan 

rencana.Menurut Terry (dalam Sukarna, 2011: 110) mengemukakan 

bahwa: 

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar atau ukuran, apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, bilamana 
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perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau 

ukuran.” 

 

Selanjutnya menurut Newman (dalam Manullang, 1992: 

172)Controlling is assurance that the performance conform to 

plan.Pengawasan adalah penjaminan bahwa kegiatan sesuai 

denganperencanaan. Pengawasan/pengendalian adalah fungsi yang 

harusdilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota 

melakukanaktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan 

yangditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita 

untukmengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan 

bahwapelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan 

rencana. 

 

Suatu pekerjaan agar berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan 

program kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk 

pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang 

memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana 

sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, 

baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun 

pengorganisasian. Oleh karena itu dengan hal tersebut dapat segera 

dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai 

dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar 

organisasi. 
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2. Pemerintah dan Pemerintahan 

 

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan manusia lain untuk bekerja 

sama dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk keamanan, 

kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Manusia bersatu dalam 

suatu tatanan bermasyarakat yang biasa dikenal dengan istilah “Negara”. 

Berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan negara, Salam 

(2007:34) mengemukakan : 

“Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai 

ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperlukan 

penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk 

mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu 

negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dengan istilah 

pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan 

kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan.”  
 
 

Penjelasan lain yang dikemukakan Salam (2007:34) mendefinisikan 

pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh 

masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang 

terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan 

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan 

secara harmonis.Sedangkan menurut Ndraha (2003:6), pengertian 

pemerintah adalah : 

“Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan 

berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui 

hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan 

tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan 

warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada 

secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima layanan 

civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.” 
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Haryanto, dkk (1997:2-3) mendefinisikan pemerintahan menjadi 2 

perspektif, yaitu:  

“Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, 

tugas dan kewajiban yang dijalankan olehlembaga untuk mencapai 

tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas 

yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan 

kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau 

penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.” 

 

 

 

3. Manajemen Pemerintahan 

 

Setelah diketahui penjelasan mengenai pengertian manajemen dan 

pemerintah, kemudian kita mengenal istilah manajemen pemerintahan. 

Istianto (2011:29)  mengatakan bahwa :  

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara 

organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. 

Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus 

pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan 

yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan 

menjadi program tindakan”.  

 

Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara operasional 

untuk mengimplementasikan kebijakan publik.Dengan demikian 

manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah 

ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.Fungsi-fungsi 

manajemen pemerintahan yang dimaksud Ndraha (2003:160), antara lain : 

1) Perencanaan pemerintahan, dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan 

organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan 

(tujuan konkret dan terukur) organisasi. 
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2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, implementasi 

langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, 

maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus 

diorganisasikan agar siap pakai.  

3) Penggerak penggunaan sumber-sumber pemerintahan dilakukan untuk 

menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil 

yang sudah ditetapkan. 

4) Pengawasan atau pengendalian pemerintahan, dilakukan untuk 

menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil 

yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan 

tersebut. 

 

Berdasarkanpenjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam manajemen 

pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Senada dengan yang 

diungkapkan Suharyadi dan Insani (2016:239) yang menyatakan bahwa 

proses manajemen pemerintahan dapat dilihat dari aspek perencanaan 

pemerintahan, pengorganisasian sumber pemerintahan, penggunaan sumber-

sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri. 

 

Fungsi-fungsi tersebut dapat diterapkan pada manajemen pemerintahan baik 

ditingkat Pusat maupun Daerah dan atau pada organisasi pemerintah 

(eksekutif) maupun legislatif (DPR dan DPRD) yang merupakan entitas dari 

sistem manajemen pemerintahan. Kata kunci dari manajemen pemerintahan 
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yaitu mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara rasional, efisien dan 

efektif melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang optimal. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Program 

 

 

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, 

dalam hal ini program yang dimaksud adalah program untuk mengatasi 

perumahan dan permukiman kumuh perkotaan yaitu program KOTAKU. 

Menurut Jones (1996:295) program adalah unsur pertama yang harus ada 

demi terciptanya suatu kegiatan. Lebih lanjut Jones juga menjelaskan bahwa 

dalam suatu program dibuat beberapa aspek, yaitu mengenai: 

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai 

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan  

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui 

d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan 

e. Strategi pelaksanaan 

 

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih teroganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasioalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang 

diuraikan oleh Korten (dalam Jones, 1996:232) bahwa suatu program adalah  

kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk 

mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pengertian program adalah 

tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum 
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menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan mulai melakukan 

intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap 

bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi 

terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara 

matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui 

partisipasi dari pelaksanaan programnya.  

 

 

C. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 

1. Pengertian Program KOTAKU  

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya No. 

40/SE/DC/2016 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah 

program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 

Provinsi yang menjadi kolaborasi(platform) atau basis penanganan 

permukiman kumuh yangmengintegrasikan berbagai sumber daya dan 

sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, donor, swasta,masyarakat, dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

 

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk 

penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin 

dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan 

maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. 

Perlibatan beberapa pihak secara kolaboratif dapat memberikan beberapa 

dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah 
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dalam pencapaian kota yang layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan 

tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil 

pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah.   

 

Program KOTAKU diharapkan menjadi kolaborasi (platform) yang 

mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang 

dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan 

kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, 

perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar ditingkat kota 

maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung 

tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh. 

 

Dasar hukum dicanangkannya KOTAKU adalah sesuai dengan amanat 

UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Selain itu juga termaktub dalam UU No.1 Tahun 

2001 Tentang Perumahan dan Kawasan Kumuh yang wajib dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang, serta tertera 

dalam RPJMN 2015-2019 tentang tercapainya pengentasan pemukiman 

kumuh perkotaan menjadi 0 persen.  

 

Peta sebaran lokasi kumuh Kota Bandar Lampung seluas 266,64 Ha, hal 

ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 

406/III.24/HK/2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan 
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Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung dan menjadi data dalam 

Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas 

Perumahan dan Permukiman Kumuh yaitu luas wilayah kumuh Bandar 

Lampung terdapat di 18 Kecamatan dan 67 Kelurahan.  

 

 

2. Tujuan Program KOTAKU 

 

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap 

infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk 

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, 

produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara 

lain sebagai berikut:  

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh 

2. Terbentuknya Kelompok KerjaPerumahan dan Kawasan Permukiman 

(Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh 

yang berfungsi dengan baik 

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuhtingkat kabupaten/kota dan 

tingkatmasyarakat yang terlembagakan melaluiRencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

4. Meningkatnya penghasilan MasyarakatBerpenghasilan Rendah 

(MBR) melaluipenyediaan infrastruktur dan kegiatanpeningkatan 

penghidupan masyarakatuntuk mendukung pencegahan 

danpeningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 

5. Terlaksananya aturan bersama sebagaiupaya perubahan perilaku 

hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahankumuh. 
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Pencapaian tujuan program diukur dengan merumuskanindikator kinerja 

keberhasilan dan target capaian program yang akanberkontribusi terhadap 

tercapainya sasaran Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukimankumuh perkotaan 

menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuandiukur dengan 

indikator “outcome” sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan 

pelayananperkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan 

kriteriapermukiman kumuh yang ditetapkan (drainase, air bersih dan 

air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, 

pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik) 

2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses 

infrastrukturdan pelayanan perkotaan yang lebih baik  

3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP 

ditingkatkabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU 

4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan 

pelayananperkotaan di permukiman kumuh 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

mendorongpenghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. 

 

Mengacu pada tujuan tersebut, tujuan antara penyelenggaraan Program 

KOTAKU tingkat kelurahan adalah terwujudnya peningkatan kualitas 

hidup masyarakat, terutama masyarakat di kawasan permukiman kumuh, 

dengan penataan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui 
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peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat 

kelurahan. 

 

3. Prinsip-prinsip Program KOTAKU 

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU 

adalah: 

1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda 

2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian 

tujuan program)  

3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

4) Partisipatif 

5) Kreatif dan Inovatif 

6) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan 

7) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) 

 

4. Komponen Program KOTAKU 

 

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam 

rangkapencapaian tujuannya: 

1) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan 

2)Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan 

masyarakattermasuk dukungan untuk perencanaan penanganan 

permukiman kumuh yang terintegrasi 

3) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan,yang 

terdiri dari: 
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a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kabupaten/kota, termasuk 

dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih. 

b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) 

c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan 

pengembanganpenghidupan berkelanjutan. 

4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis 

5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk 

kondisi darurat bencana. 

 

 

5. Tahapan Pelaksanaan Program KOTAKU 
 

Program KOTAKU di tingkat kelurahan dan kecamatan mempunyai 

tahapan siklus program yang sinergis dengan program pembangunan 

regular tingkat kelurahan dan kecamatan serta berkoordinasi dengan 

program tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan 

program KOTAKU yang diterbitkan oleh Kementrian PUPR Direktorat 

Jenderal Cipta Karya tahun 2016, untuk mewujudkan tujuan program 

berikut tahapan pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi 

awal di tingkat kelurahan, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), 

serta pembangunan kelembagaaan perencanaan partisipatif tingkat 

kelurahan. 

2. Tahap Perencanaan 
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Tahap Perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman 

layak huni di tingkat kelurahan atau antar kelurahan yang diinginkan 

oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi 

pembangunan permukiman tingkat kelurahan untuk mencapai 0 ha 

permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Penataan 

Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan 

Lingkungan Permukiman (RTPLP). 

 

Penanggung jawab perencanaan penanganan permukiman kumuh di 

tingkat kelurahan adalah lurah, sedangkan permukiman kumuh antar 

kelurahan dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi pemerintah 

kecamatan.Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh kelurahan 

dibantu oleh BKM/LKM, TIPP, serta lembaga yang ada di kelurahan 

atau di wilayah kecamatan. Masyarakat bekerjasama dengan 

pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dengan didampingi 

fasilitator dan tenaga ahli terlibat aktif dalam seluruh proses 

pengambilan keputusan perencanaan partisipatif ini. 

 

Tujuan perencanaan ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan 

kumuh yang muncul sebagai indikator/gejala dan akar penyebab 

permukiman kumuh dari berbagai aspek (pelayanan prasarana, sarana, 

dan utilitas, sosial-budaya, ekonomi, lahan dan legal) serta 

merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan 

visi permukiman kelurahan.  
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3. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun 

infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam 

dokumen RPLP/RTPLP dan RA-P2B. Pelaksanaan semua kegiatan 

harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap 

transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicatatkan dalam 

pembukuan.  Sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat 

berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah APBN/Bantuan dana 

Investasi (BDI), APBD, APBDes, Swasta, Swadaya, dan lain-lain. 

4. Tahap Keberlanjutan 

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksaaan 

lapangan dilakukan. Hal tersebut tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari 

tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di mana di dalamnya 

ada tahapan monitoring dan evaluasi. 

 
 

D. Perumahan Dan Pemukiman Kumuh 

1. Tinjauan Tentang Kumuh 

 

Sambo dkk (2017:754) mendefinisikan kumuh adalah kesan atau 

gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah 

dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. 

Pemahaman kumuh dapatditinjau dari : 
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a. Sebab Kumuh 

Menurut Haryanto (2017:16) semakin kuatnya daya tarik kota ditambah 

dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi di perdesaan, 

telah mendorong sebagian besar warga perdesaan untuk mengadu nasib 

di perkotaan. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan: 

1. Terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat dari pada 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan 

primer lainnya secara layak/memadai 

2. Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang 

layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang 

menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan 

permukiman yang sehat 

3. Kurangnya perhatian/partisipasi masyarakat akan pendayagunaan 

prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan 

dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi. 

 

Menurut Poerwanto (2010:59) definisi kumuh adalahkemunduran atau 

kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: 

(1) Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

alam sepertiair dan udara 

(2) Segi masyarakat atau sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan 

olehmanusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah. 

b. Akibat Kumuh 

Poerwanto (2010:62) mengatakan bahwa kumuh adalah akibat 

perkembangan dari gejala-gejala antara lain: 
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(1) kondisi perumahan yang buruk 

(2) penduduk yang terlalu padat 

(3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai 

(4) budaya kumuh, apatis dan isolasi 

 

Berdasarkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat 

Pengembangan  Kawasan Permukiman Tahun 2016 mengemukakan: 

“Pada tahun 2014 tercatat sekitar 38.000 Ha kawasan permukiman 

kumuh berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, basis kumuh tersebut diukur berdasarkan 

perumahan yang masih dibawah standar, tidak memadainya akses 

infrastruktur dasar seperti air, sanitasi dan jalan, tidak hanya itu basis 

kumuh juga diukur berdasarkan kesehatan lingkungan yang buruk serta 

kerentanan terhadap bencana alam.” 

 

 

2. Tinjauan Tentang Perumahan dan Pemukiman Kumuh 

 

Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya 

adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya 

pemukiman.Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan 

rumah beserta sarana dan prasarana ligkungannya. Perumahan 

menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan landsettlement, 

sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan 

pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga 

pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau 

benda mati yaitu manusia. 

 



40 

 

Kawasan kumuh adalah daerah dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat 

di daerah tersebut sangat buruk.Menurut Soemarwoto (1992:87) mengatakan 

kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian 

masyarakat di kawasan tersebutsangat buruk. Rumah maupun sarana dan 

prasarana yang ada tidak sesuaidengan standar yang berlaku, baik standar 

kebutuhan, kepadatan bangunan,persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana 

air bersih, sanitasi maupunpersyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang 

terbuka, serta kelengkapanfasilitas sosial lainnya. Menurut Kuswartojo 

(1996:113) ciri kampung atau permukiman kumuhterdiri dari: 

a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Apabila kepadatan 

suatukawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat 

kepadatanini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi 

memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap 

penyakit. 

b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, 

karenasempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik 

atap-ataprumah yang sudah bersinggungan satu sama lain. 

c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, sehingga apabila pada musim 

hujan kawasan ini mudah tergenang oleh air. 

d.  Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada 

diantaranyayang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat 

dengan rumah,ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai  

terdekat. 
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e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air 

sumurdangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. 

f. Tata bangunan sangattidak teratur dan bangunan-bangunan pada 

umumnya tidak permanen. 

g. Pemilikan hak atas lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya 

masihmerupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status 

apa-apa. 

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman, yang menyatakan bahwa: 

“Untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman 

yangmemenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan 

dankeandalan bangunan, suatu lingkungan pemukiman yang 

tidaksesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, 

kualitasbangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak 

memenuhisyarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan 

danpenghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan 

olehPemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai 

lingkunganpemukiman kumuh”. 

 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 

Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh,khususnya bab 

1 Pasal 6 menyebutkan bahwa permukiman kumuh yaitupermukiman yang 

tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkatkepadatan 

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasaranayang 

tidak memenuhi syarat. 

 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang 

tidak layakhuni karena ketidakteraturan bangunan,tingkat kepadatan 
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bangunan yang tinggi, dankualitas bangunan serta saranadan prasarana yang 

tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalahperumahan yang 

mengalami penurunankualitas fungsi sebagai tempat hunian. Definisi 

permukiman kumuh tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: 

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman 

2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki 

kepadatan tinggi 

3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang 

keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

a. Jalan Lingkungan 

b. Drainase Lingkungan 

c. Penyediaan Air Bersih/Minum 

d. Pengelolaan Persampahan 

e. Pengelolaan Air Limbah 

f. Pengamanan Kebakaran 

g. Ruang Terbuka Publik 

 

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan 

indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non 

fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek 

non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian 

berusaha, dsb. 
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Berdasarkan beberapa definisi pemukiman kumuh diatas, maka sebuah 

permukimandapat dikatakan sebagai pemukiman kumuh jika lingkungan 

hunian atau tempattinggal atau rumah beserta lingkungannya yang berfungsi 

sebagai rumah tinggaldan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak 

layak huni ditinjau daritingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, 

fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya 

masyarakat. 

 

3. Pola Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh 

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai 

dengan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 yaitu: 

1. Pemugaran yaitu perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman 

yang layak huni. 

2. Peremajaan yaitu mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan 

permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan 

penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui 

pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, 

prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. 

3. Permukiman kembali yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak 

mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun 

manusia.  

 



44 

 

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan 

antara lain: 

1. Pencegahan 

Pola pencegahan terdiri atas: 

a) Pengawasan dan pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar 

teknis, dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

b) Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan 

pelayanan informasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan 

2. Peningkatan Kualitas 

Pola peningkatan kualitas terdiri atas: 

a) Pemugaran: perbaikan dan pembangunan kembali menjadi perumahan 

dan permukiman yang layak huni. Pemugaran dilakukan pada 

kawasan kumuh  kategori kumuh ringan. 

b) Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik guna 

melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat 

sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi 

masyarakat. Peremajaan dilakukan untuk menangani kawasan kumuh 

kategori kumuhsedang. 

c) Permukiman kembali: pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak 

mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang 
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ataupun manusia. Permukiman kembali dilakukan untuk menangani 

kawasan kumuh  kategori kumuh berat. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Program KOTAKU memiliki prinsip dasar yang diterapkan dalam 

pelaksanaan program KOTAKU serta komponen program dalam rangka 

mencapai tujuan program. Masalah pengelolaan program KOTAKU yang 

terjadi di Kelurahan Way Lunik dapat dilihat apakah dalam melaksanakan 

program KOTAKU sudah sesuai dengan prinsip dasar dan komponen 

program yang sudah ditetapkan atau sebaliknya. Prinsip dasar dan komponen 

program ini dilakukan oleh sektor maupun aktor yang terlibat dalam 

pelaksanaan program KOTAKU. Selain melibatkan aparat pemerintah pusat 

dan daerah, program ini juga memerlukan sektor stakeholder serta peran aktif 

dari kelembagaan masyarakat agar pembangunan dapat terlaksana dengan 

optimal. 

 

Pelaku program KOTAKU memiliki peran serta tanggung jawab 

melaksanakan program KOTAKU sesuai prinsip dasar serta komponen 

program agar program tersebut dapat menangani masalah kekumuhan di 

tingkat kelurahan.Oleh karena itu, diperlukan analisis melalui fungsi 

manajemen pemerintahan untuk mengelola program KOTAKUyang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan.Berdasarkan alasan tersebut, Peneliti memutuskan untuk 

menggunakan teori fungsi manajemen pemerintahan menurut Ndraha 
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(2003:160) yaitu perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-

sumber pemerintahan, penggerak penggunaan sumber-sumber pemerintahan, 

dan pengawasan atau pengendalian pemerintahan.Proses pengelolaan 

program KOTAKU melalui empat aspekfungsi manajemen pemerintahan 

tersebut dapat diketahui hambatan-hambatan yang dialami pada pengelolaan 

program KOTAKU di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung dalam perspektif fungsi manajemen pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Pengelolaan Program KOTAKU di 

Kelurahan Way Lunik 

Aparatur 

Pemerintah 

Masyarakat Stakeholder 

Fungsi  Manajemen Pemerintahan : 

1. Perencanaan pemerintahan 

2. Pengorganisasian sumber-sumber 

pemerintahan 

3. Penggerak penggunaan sumber-sumber 

pemerintahan 

4. Pengawasan atau pengendalian pemerintahan 

Prinsipdasar program 

KOTAKU: 

1.Tujuan program belum 

tercapai secara optimal 

2. perencanaan yang tidak 

partisipatif 

3. kurangnya prinsip kreatif 

dalam penanganan 

permukiman kumuh 

4. kurangnya prinsip 

pembangunan yang 

berkelanjutan 

Komponen ProgramKOTAKU 

1.kurangnya pengembangan 

kapasitas untuk pemerintah 

daerah dan masyarakat 

setempat 

2.pendanaan investasi untuk 

infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan yang kurang tepat 

dan sangat terbatas 

3.tidak ada dukungan 

program/kegiatan lainnya, 

termasuk dukungan untuk 

kondisi darurat bencana 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Hambatan-hambatan dalam pengelolaan program 

KOTAKU 
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 III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif.Menurut Prastowo 

(2016:22), tipe penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, 

Peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami 

dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menurut Ahmadi (2016:14), kata 

kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji 

atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, 

jumlah, intensitas, atau frekuensi.  

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian dan 

menghasilkan data-data berupa ucapan atau kata-kata dan bukan berupa 

angka-angka.Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk 

menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan 

fenomena sosial tertentu secara terperinci. 
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Alasan Peneliti memilih tipe penelitian ini karena penelitian kualitatif 

bersifat menyeluruh, dinamis dan tidak mengeneralisasi.Hal ini sesuai 

dengan tujuan Peneliti dalam melihatfungsi manajemen pemerintahan 

dalam pengelolaan program KOTAKU dan mengetahui hambatan-

hambatan dalam pengelolaan program KOTAKU di Kelurahan Way Lunik 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam perspektif manajemen 

pemerintahan. 

 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Menurut Moleong (2011:94) fokus penelitian memberikan batasan dalam 

pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang diambil dari 

lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar kepermasalahan-

permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian 

dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan.Berdasarkan 

pemahaman tersebut, maka fokus penelitian ini untuk melihat prinsip dasar 

program KOTAKU serta komponen program KOTAKU yang dianalisis 

menggunakan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu: 

1. Perencanaan pemerintahan 

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan 

3. Penggerak sumber-sumber pemerintahan  

4. Pengawasan atau pengendalian pemerintahan 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.Penetapan 

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan 

tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah Peneliti dalam 

melakukan penelitian.Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way 

Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. 

 

Alasan Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kelurahan Way Lunik 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampungmerupakan salah satu kawasan 

prioritas penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan di Kota 

Bandar Lampung yang mendapat program KOTAKU. Namun, 

permasalahan yang muncul yaitu pengelolaan program KOTAKU kurang 

baik, hal ini menyebabkan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan 

Way Lunik belum teratasi secara menyeluruh. 

 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data 

diperoleh dari berbagai sumber.Sumber data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber. 

Jenis dan sumber data yang diperoleh terdiri dari: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian, data primer tersebut dapat direkam atau dicatat oleh 

peneliti. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari 

hasil wawancara dengan tatap muka antara peneliti dan informan yang 

merupakan Lurah Way Lunik, Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

(LKM) Way Lunik, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Way 

Lunik, Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP) Way Lunik, Fasilitator 

Kelurahan Way Lunik, Asisten Koordinator KOTAKU Kota Bandar 

Lampung Bidang Institutional Colaboration, Satuan Kerja 

Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) yang diwakili 

oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Bandar Lampung, masyarakat Kelurahan Way Lunik dan 

informan lainnya yang dapat memberikan informasi. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informan di lapangan.Sumber data sekunder ini berupa 

dokumen atau literatur-literatur dari buku referensi yang berkaitan 

dengan penelitian. Data aekunder tersebut yaitu: 

1) Dokumen atau profil Kelurahan Way Lunik 
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2) Surat Keputusan Walikota No. 974/IV.32/HK/2014 Tentang 

Penetapan Luas Kelurahan Kawasan Kumuh di Kota Bandar 

Lampung 

3) Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 Tentang 

Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh 

4) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh.  

5) Data sekunder lainnya, berupa jurnal penelitian,  danwebsite. 

 

E. Informan 

 

Sugiyono (2010:216) mengatakan informan dalam penelitian adalah orang 

yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh Peneliti 

yang akan memberikan data atau informasi secara akurat untuk 

melengkapi data penelitian. Informan adalah orang-orang yang memahami 

langsung dalam penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk memperoleh 

data atau informasi yang tepat dan akurat terkait fungsi manajemen 

pemerintahandalam pengelolaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan 

Way Lunik. 

 

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Lurah Way Lunik, 

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Way Lunik, Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) Way Lunik, Tim Inti Perencana Partisipatif 
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(TIPP) Way Lunik, Fasilitator Kelurahan Way Lunik, Asisten Koordinator 

KOTAKU Kota Bandar Lampung Bidang Institutional Colaboration, 

Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) yang 

diwakili oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, dan dua masyarakat Kelurahan 

Way Lunik. Secara keseluruhan jumlah yang telah peneliti wawancarai 

sebanyak  9 (Sembilan) orang. Berikut data informan yang telah peneliti 

wawancarai, sebagai acuan atau penguat  informan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 7. Informan Penelitian 

 
No. Informan Nama Jabatan 

1. Aparatur Kelurahan Way 

Lunik 

Dody Marthalaga Lurah  

2. LKM Kelurahan Way 

Lunik 

Maliki Ketua 

3.  KSM Kelurahan Way 

Lunik 

Parlan Ketua 

4. Tim Inti Perencana 

Partisipatif (TIPP) 

Kelurahan Way Lunik 

Sahamid Anggota TIPP 

5. Asisten Koordinator 

KOTAKU Kota Bandar 

Lampung bidang 

Institutional Colaboration 

Edi Kusmanto S.H Asisten Koordinator 

KOTAKU bidang 

Institutional 

Colaboration 

6. Fasilitator Kelurahan 

Way Lunik  

Eko Abadi 

Novrimansyah, S.P., M.Si 

Ketua 

7. Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Bandar Lampung 

Arie Soelistyorini, S.T., 

M.T 

Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan 

(PPTK) 

8. Masyarakat Eli Sulastri Warga RT.003 

9. Masyarakat Ismalinda Warga RT.003 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Syaodih (2013:220) mendefinisikan observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan 

tersebutakan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga 

diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian 

terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

 

Observasi ini dilakukan oleh Peneliti selama penelitian untuk 

mengoptimalkan data terkait fungsi manajemen pemerintahan dalam 

pengelolaan program KOTAKUdi Kelurahan Way Lunik Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung dan mengetahui hambatan-hambatan 

yang dialami dalam pengelolaan program KOTAKU di Kelurahan 

Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam 

perspektif manajemen pemerintahan. 

2. Wawancara 

Menurut Moloeng (2011:186) Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yaitu seseorang yang mengajukan pertanyaan, dan yang 

diwawancarai yaitu seseorang yang memberikan jawaban dari 

pertanyaan pewawancara tersebut. 
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran 

lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang akuratterkait  

fungsi manajemen pemerintahan dalam pengelolaan program 

KOTAKU di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan 

program KOTAKU di kelurahan Way Lunik. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun 

elektronik. Menurut Syaodih (2013:221) hasil penelitian dari observasi 

atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau 

didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber.  

 

Alasan peneliti menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai alat penunjang atau penguat dalam memberikan informasi 

kepada pembaca yaitu berbentuk data-data seperti Surat Edaran 

Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum 

Program Kota Tanpa Kumuh, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
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Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dokumen 

atau jurnal ilmiah yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan atau hasil wawancara, 

observasi maupun dokumentasi yang telah dihasilkan dari lapangan maka 

langkah selanjutnya yaitu: 

1) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan 

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan 

pokok masalah serta lebih rinci. 

2) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan pengelompokkan data berdasarkan 

jenis data. 

3) Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis 

sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan 

dalam menganalisa data tersebut. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Emzir (2011:85) pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan Peneliti untuk meningkatkan pemahaman Peneliti mengenai 

materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan Peneliti menyajikan apa 

yang sudah ditemukan kepada orang lain. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles 
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dan Huberman (dalam Emzir,2011:129) teknik analisis data tersebut 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses merangkum, pemilihan 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Data yang sudah di reduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dilapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, 

penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan atau diarahkan 

dari arti data tersebut. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan inforasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah 

diorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan dengan 

mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan 

yang memahami fungsi manajemen dalam pengelolaan program 

KOTAKU serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. 

Diwujudkan dalam bentuk uraian, dengan teks naratif, bagan, foto atau 

gambar dan sejenisnya. 
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3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (Conclusion/Verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama pengumpulan data.Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang tentativ. Dengan bertambahnya data melalui proses 

verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang 

bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa 

terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara dan dokumentsi hasil penelitian.Kesimpulan 

akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan fungsi 

manajemen pemerintahan dalam pengelolaan program KOTAKU dan 

hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolan program 

KOTAKU di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif manajemen pemerintahan. 

 

 

I. Teknik Validasi Data 

 

Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang 

telah didapatkan peneliti. Tresiana (2013:142) mengatakan bahwa untuk 

menjaga kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang 

bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesalahan dan perlunya tindakan 
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urgen peneliti untuk menghindari validity threat (validitas palsu). Maka 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dan data yang sesungguhnya.Teknik validasi dalam penelitian 

ini menggunakan triangulasi data. 

 

Menurut Tresiana (2013:147) triangulasi merupakan suatu teknik 

pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu ntuk 

keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.Pada 

penelitian ini, Peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan 

menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Way Lunik 

 

1. Letak Geografis 

 

 

Kelurahan Way Lunik terletak 7,3 Km dari Ibu Kota Provinsi Lampung 

dan 5,5 Km dari pemerintahan Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung. Kelurahan Way Lunik merupakan bagian dari Kecamatan 

Teluk Betung Selatan, namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan 

Kecamatan, maka Kelurahan Way Lunik masuk dalam Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung.  

 

Secara geografis Kelurahan Way Lunik merupakan kawasan industri yang 

berada di Kota Bandar Lampung, dan wilayah Kelurahan Way Lunik 

letaknya tidak jauh dari daerah pinggir pantai sehingga merupakan 

dataran rendah, akan tetapi sebagian kecil wilayah tersebut terdapat 

dataran tinggi dikarenakan berbatasan langsung dengan Kelurahan Way 

Laga yang merupakan wilayah perbukitan. Adapun batas Kelurahan Way 

Lunik adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kelurahan Way Laga 

b. Sebelah Selatan : Teluk Lampung 
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c. Sebelah Timur  : Kelurahan Pidada 

d. Sebelah Barat  : Kelurahan Ketapang Kuala 

 

Gambar 2.Wilayah Administratif Kelurahan Way Lunik 

 

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Way Lunik 2018 

 

2. Kondisi Demografi 

a. Data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kelurahan 

 

 

Kelurahan Way Lunik memiliki luas wilayah 144 Ha, yang terbentuk 

menjadi 2 lingkungan yaitu Lingkungan I yang terdiri dari 18 RT dan 

Lingkungan II yang terdiri dari 17 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan 

Way Lunik Lingkungan I terdiri dari 4.802 jiwa, dan di Lingkungan II 

terdiri dari 2.980 jiwa  yang jika ditotalkan terdapat 7.782 penduduk 

yang ada di Way Lunik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 8. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Way Lunik  

No. 

 

RW/ 

Lingkungan 

 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

 

 
Jumlah KK 

 
Laki-

laki 
Wanita Total 

1.  Lingkungan I 
 

2.318 2.484 4.802 1.244 

2. 
Lingkungan 

II  
1.450 1.530 2.980 747 

 
Jumlah 144 3.768 4.014 7.782 1.991 

   Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

b. Data Penduduk Menurut Pekerjaan 

Data penduduk menurut pekerjaan diperlukan untuk mengetahui 

sumber penghasilan masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi 

perekonomiannya. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Data Penduduk Menurut Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 66 50 116 

2. Polri/TNI 33 - 33 

3. Pedagang 504 571 1.075 

4. Nelayan 47 31 78 

5. Buruh 2.373 1.477 3.850 

6. Pensiunan 19 8 27 

7. Lain-lain 726 1.877 2.603 

Jumlah 3.768 4.014 7.782 

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir 31,06% 

penduduk Way Lunik bermata pencaharian sebagai buruh. Dimana 

lokasi dan macam pekerjaannya menyebar di wilayah Kelurahan Way 

Lunik.Potensi sumber mata pencaharian di Kelurahan Way Lunik dan 

sekitarnya (buruh) saling mendukung kegiatan perekonomian.Buruh 

industri, baik industri besar maupun industri kecil juga mempengaruhi 
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sumber daya manusia yang dilibatkan. Sebagai contoh, penduduk usia 

muda yang menjadi permasalahan, sehingga berpengaruh terhadap 

tingkat lulusan pendidikan.  

 

c. Data Penduduk Menurut Umur 

Jumlah penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui 

kelompok usia produktif tenaga kerja di Kelurahan Way Lunik. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 10. Data Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0-4 Tahun 343 332 675 

2. 5-6 Tahun 249 226 475 

3. 7-13 Tahun 492 516 1.008 

4. 14-16 Tahun 408 361 769 

5. 17-24 Tahun 1.129 1.194 2.323 

6. 24-54 Tahun 962 1.074 2.036 

7. 55 Tahun ke atas 185 311 496 

Jumlah 3.768 4.014 7.782 

Sumber: Buku Profil Kelurahan Way Lunik Tahun 2018  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui penduduk usia 17-24 dan 

24-54 tahun dapat dimasukkan dalam kategori produktif maka 

masyarakat Kelurahan Way Lunik sebagian besar warganya adalah 

produktif dan dianggap mampu berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur dari program KOTAKU. 

 

d. Data Penduduk Menurut Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Way Lunik juga beragam. 

Sebagian besar masyarakat Way Lunik telah mendapatkan pendidikan 
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formal dari TK sampai dengan sarjana, hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 11. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Laki-laki Perempuan  Jumlah 

1. Sarjana 22 45 67 

2. Sarjana Muda 19 13 32 

3. SLTA 548 540 1.088 

4. SLTP 619 637 1.256 

5. SD 1.988 1.828 3.816 

6. TK 56 87 143 

7. Belum Sekolah (BS) 502 487 989 

8.  Buta Huruf 14 19 33 

Jumlah 3.768 4.014 7.782 

 Sumber: Buku Profil Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

3. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan perumahan dan permukiman di Way Lunik terdapat 

beberapa masalah, contohnya  pada sektor kondisi jalan lingkungan di 

sekitar perumahan yang padat penduduk, yang tidak diimbangi dengan 

adanya sistem drainase yang baik, kemudian kesesuaian bentuk bangunan 

tempat tinggal layak huni serta kondisi jalan lingkungan yang mendukung 

sebagai akses utama masyarakat untuk berinteraksi kepada sesama 

penduduk lainnya. Kemudian masalah-masalah yang terjadi di 

Lingkungan I khususnya RT 03 sebagai prioritas penanganan kawasan 

kumuh program KOTAKU  dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

A. Penggunaan Lahan  

Berdasarkan hasil pemetaan swadaya, hampir 70% lahan yang ada di 

Kelurahan Way Lunik adalah milik perusahaan industri dan 

pergudangan, serta milik lahan Perusahaan Jawatan Kereta Api 

(PJKA), sehingga lahan tersebut menjadi permukiman padat yang 
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didirikan rumah-rumah penduduk untuk tempat tinggal masyarakat 

Kelurahan Way Lunik.  Jika dilihat dari data eksisting sarana Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di Kelurahan Way Lunik tidak 

memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH), hal tersebut dapat dilihat  dari 

penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Way lunik terdiri dari: 

Tabel 12. Penggunaan Lahan Kelurahan Way Lunik 

No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) 

1. Lahan Permukiman  57,8 ha 

2. Lahan Kuburan 0,8 ha 

3. Lahan Pertanian dan Ladang - 

4. Lahan Perkantoran  0,7 ha 

5. Lahan Pekarangan - 

6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) - 

7. Industri Pabrik dan Gudang 84,7 ha 

Total Lahan 144 ha 

Sumber: Monografi Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

Sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Way Lunik dapat 

dikatakan sangat terbatas, hal ini dapat dilihat pada tabel 11 dibawah 

ini, dimana hanya terdapat 1 puskesmas pembantu, 1 balai pengobatan 

untuk melayani seluruh warga Way Lunik yang berjumlah 7.782 jiwa 

dan 5 posyandu yang tersebar di 35 RT untuk melayani kesehatan 

masyarakat, Ibu hamil dan balita. 

Tabel 13. Prasarana Kesehatan Kelurahan Way Lunik 

No. Prasarana Kesehatan Jumlah 

1. Puskesmas pembantu 1 

2. Balai Pengobatan 1 

3. Apotik - 

4. Posyandu 5 

5. Toko obat - 

6. Tempat praktek dokter - 

Sumber: Buku Profil Kelurahan Way Lunik 2015 
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B. Jalan Lingkungan  

Infrastruktur jalan di Kelurahan Way Lunik tersebar di 35 RT, 

meliputi 3,2 KM jalan aspal, 2,2 KM jalan rabat beton, 5,4 KM jalan 

paving blok, dan 1,9 jalan tanah. Kondisi jalan utama Kelurahan Way 

Lunik masih dalam keadaan baik, namun untuk jalan lingkungan 

masih banyak yang perlu diperbaiki dan ada yang masih jalan tanah, 

sehingga waktu hujan sangat terlihat kumuh dan becek.untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 14. Infrastruktur Jalan Kelurahan Way Lunik 

No.  Prasarana Transportasi  Panjang (KM) 

1. Jalan Desa Aspal 3,2 KM 

2. Jalan Rabat Beton 2,2 KM 

3. Jalan Paving Blok 5,4 KM 

4. Jalan Tanah 1,9 KM 

Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

(RPLP) Kelurahan Way Lunik 2018 

 

Pada kawasan prioritas infrastruktur jalan di Keluahan Way Lunik 

banyak yang rusak dan memerlukan perbaikan.Pembangunan jalan 

lingkungan pada kawasan prioritas sebagai upaya untuk terpenuhinya 

prasarana bagi pejalan kaki dan pengendara motor, sehingga berfungsi 

sebagai jalan penghubung dan membuka akses dari atau menuju 

kawasan agar telihat baik dan berkualitas. 

 

Pada Kelurahan Way Lunik di RT 03 Lingkungan I panjang jaringan 

jalan yang ada 1.260 meter., panjang rata-rata jalan lingkungan yang 

mempunyai lebar >1,5 meter sepanjang 900 meter rata-rata jalan 

rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan tidak adanya 

saluran disamping jalan tersebut. Disamping itu pada kawasan 
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prioritas belum memiliki penerangan jalan lingkungan yang cukup, 

sehingga ada beberapa titik di kawasan prioritas yang tidak memiliki 

jalan penerangan dimalam hari. 

Gambar 3. Kondisi Jalan Prioritas di RT 03 Lingkungan I 

 

 

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 

 

 

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa sektor infrastruktur jalan 

lingkungan disekitar perumahan padat penduduk, yang tidak 

diimbangi dengan adanya sistem drainase yang baik, kemudian 

kondisi jalan lingkungan yang rusak, berlubang dan banyak genangan 

air sehingga ketika hujan terlihat kumuh dan becek. 

 

C. Tipologi rumah dan lingkungan kawasan prioritas 

Kondisi umum kawasan prioritas merupakan kawasan permukiman 

kumuh dan miskin.Dengan kondisi eksiting rumah yang beragam, di 

Kelurahan Way Lunik rata-rata sudah memiliki kondisi rumah yang 

permanen. Kemudian dalam RTPLP (Rencana Tindak Penataan 

Lingkungan Permukiman) disebutkan kebutuhan akan perbaikan 
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RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di RT 03 Lingkungan I terdapat 12 

rumah yang tidak layak huni tentunya ini akan mempengaruhi 

lingkungan terkait dengan kelayakan kesehatan lingkungan. Contoh 

kondisi rumah yang berada di RT 03 Lingkungan I dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 4. Kondisi rumah di RT 03 Lingkungan I 

 

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Way lunik Tahun 2018 

 

D. Sanitasi 

1. Air bersih dan air minum  

Air bersih merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan manusia.Berdasarkan SPM, pemenuhan air bersih di 

suatu lingkungan permukiman harus melayani 55-75% jumlah 

penduduk di lingkungan permukiman tersebut dengan asumsi 

kebutuhan air besih per orang mencapai 30-50 liter/hari. 

Kebutuhan air bersih RT 03 Lingkungan I yaitu : 316 x 30 = 9.480 

liter/hari. Prasarana air bersih yang ada di RT 03 Lingkungan I 

yaitu 10 sumur gali dan 1 sumur pompa. 
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Berdasarkan data Baseline kawasan prioritas RT 03 Lingkungan I 

yang telah dilakukan, jumlah masyarakat yang terlayani air bersih 

perpipaan maupun non perpipaan terlindungi yang layak sesuai 

dengan standar 60 liter/hari/orang sebanyak 64 unit rumah tangga, 

dan yang terlayani air minum, mandi dan cuci kakus sebesar 

72,60% karena rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki wc 

sendiri dan rata-rata sisanya 27,40% belum terpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan penyediaan air bersih dan 

pemipaan yang layak untuk memenuhi standar minimal kebutuhan 

perorang yang ada dikawasan prioritas. 

2. Air kotor 

Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan drainase 

sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam 

peraturan atau perundangan yang berlaku, terutama mengenai tata 

cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan 

di perkotaan.  

Gambar 5. Kondisi jalan tanpa drainase Kelurahan Way 

Lunik  

 

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Way Lunik Tahun 2018 
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Berdasarkan gambar 5, menunjukkan bahwa keadaan jalan di 

Kelurahan Way Lunik masih belum didukung dengan sistem 

drainase yang baik, hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat 

yang bertempat tinggal di kawasan sekitar, karena dengan tidak 

tersedianya saluran pembuangan aliran air yang baik dan tidak 

berfungsi secara maksimal, tentu saja hal ini akan berdampak pada 

peluang-peluang bencana yang akan terjadi seperti banjir.  

 

Drainase jalan sudah tersedia namun hanya pada jalan utama saja, 

dibeberapa jalan lingkungan saluran drainase tidak berfungsi 

dengan baik dan masih ada yang tidak memiliki drainase  

sehingga menyebabkan dibeberapa titik jalan lingkungan 

mengalami kerusakan akibat tergerus aliran air, untuk itu 

diperlukan pembuatan saluran drainase baru dan perbaikan 

drainase eksisting.  

 

Berdasarkan hasil baseline saluran drainase di lingkungan 

permukiman Kelurahan Way Lunik terdiri dari saluran drainase 

sepanjang 13.901 meter, semua saluran drainase tersebut 

kontruksinya pemasangan batu dengan kondisi memadai 

sepanjang 7.540 meter atau rata-rata 74% yang memadai, untuk 

itu perlu dilakukan pembuatan atau perbaikan drainase agar dapat 

menghindari dari bahaya banjir dan penyakit.  

 

 



71 
 

3. Persampahan 

permasalahan sampah di Kelurahan Way Lunik disebabkan oleh 

sistem pengelolaan persampahan yang belum berjalan dengan 

baik. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana pengumpulan 

sampah ditingkat rumah tangga, sarana pengangkutan dan tempat 

pembuangan sementara. Permasalahan persampahan yang perlu 

mendapatkan perhatian serius berada pada lingkungan I dan II, 

sebagian besar masyarakatnya membuang sampah di sungai, 

selokan dan di pinggir jalan.  

 

Berdasarkan data baseline di Kelurahan Way Lunik jumlah 

sampah domestik rumah tangga yang terlayani oleh pengangkutan 

TPS/TPA minimal dua kali seminggu sebanyak 1.629 atau 

66,46% unit rumah tangga, untuk itu diperlukan menyediakan 

tempat sampah untuk tiap rumah tangga.  

 

B. Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU 

 

Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional adalah 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya.KemenPUPR menugaskan Project Manajemen Unit 

(PMU) yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, 

administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam 

pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat 
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pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK yangberada di 

tingkat provinsi dan kota. 

Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi tingkat  

nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan 

danKawasan permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan 

berjalannyasinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas 

sektor/lembaga dankolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan 

(pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan 

pihaklainnya). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun 

pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit 

terkaiturusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen 

data. 

 

Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas 

denganmelibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian Pekerjaan 

Umumdan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian 

DalamNegeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kesehatan,Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, danKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan.Pokja PKP Nasional dilengkapi dengan Central 

Collaboration ManagementUnit (CCMU) untuk mendukung pelaksanaan 

tugasnya. 

 

Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota.Pokja 

PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota,diketuai 
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Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, 

masyarakat (forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi, dan 

kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru 

jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat unsur-unsur 

permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai olehBappeda. 

 

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program 

adalahLurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim 

IntiPerencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM)Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan 

Relawan. TIPPdibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat 

kecamatan, kelurahan, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk 

kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari 

masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki 

komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan 

berkelanjutan. 

Gambar 6. Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU 

 

Sumber: Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 40 Tahun 2016 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi manajemen 

pemerintahan dalam pengelolaan program KOTAKU di Kelurahan Way 

Lunik diperoleh kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar program dan 

komponen program tidak diterapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. 

Sehingga program tersebut tidak dapat mengatasi kekumuhan yang ada di 

Kelurahan Way Lunik secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh 

kelemahan pada implementasi program KOTAKU yaitu karena kurangnya 

sosialisasi program dari pemerintah, kurangnya partisipasi dari masyarakat 

dan kurangnya kepedulian masyarakat. 

 

Pada aspek perencanaan pemerintahan program KOTAKU kurang mendapat 

respon dari masyarakat sehingga partisipasi rendah. Masyarakat dan pihak 

stakeholder sangat minim yang ikut berkolaborasi dalam penanganan 

kawasan kumuh melalui program KOTAKU, sehingga target program 

KOTAKU kurang optimal. 

 

Aspek pengorganisasian sumber-sumber pemerintah sudah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, namun kendalanya adalah 
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kurangnya keaktifan dari kelembagaan masyarakat sebagai pelaksana 

program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

 

Aspek penggerak penggunaan sumber-sumber pemerintahan terdapat 

hambatan-hambatanya itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan sulitnya komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat dikarenakan sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan 

pertemuan. 

 

Aspek pengawasan atau pengendalian pemerintahan dalam program 

KOTAKU sudah cukup baik. Pengawasan dari pemerintah saat pelaksanaan 

program KOTAKU dilakukan turun kelapangan secara berkala.  Namun, 

tidak adanya pengawasan lanjutan dari pemerintah terhadap infrastruktur 

yang sudah diperbaiki, sehingga menjadi salah satu indikasi dari buruknya 

fungsi manajemen pemerintahan dalam program KOTAKU. 

 

B. SARAN 

 

 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sehubungan dengan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Pemerintah seharusnya sebelum pelaksanaan program KOTAKU perlu 

dilakukan sosialisasi program terlebih dahulu kepada masyarakat terkait 

program penanganan kawasan kumuh agar masyarakat mengetahui target 

dan tujuan dari program yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. 

Dengan diadakannya sosialisasi program sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi dari masyarakat. 
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2. Pemerintah seharusnya memperbaiki pada proses formulasi kebijakan, 

yang dimana dalam proses perumusan dan penetapan suatu kebijakan 

harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan pemerintah mampu 

memberikan suatu metode agar masyarakat nantinya bisa 

mempertanggungjawabkan suatu hasil dari kebijakan pemerintah tersebut 

tanpa adanya pengawasan dari pihak Pemerintah. Contohnya dengan 

diadakannya proses pendampingan pasca program selesai dilaksanakan, 

sehingga masyarakat akan lebih memiliki kesiapan jika ditinggal suatu 

program yang sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah. 

 

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat 

mereka tinggal harus didukung dengan adanya peran dari Pemerintah, 

contohnya dengan Pemerintah memperhatikan tingkat ekonomi 

masyarakat yang berada dalam kondisi kawasan kumuh dengan cara 

membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang memiliki 

keterbatasan pendidikan, modal dan kesempatan mendapatkan lapangan 

pekerjaan, hal ini dikarenakan dalam suatu permukiman kumuh, memiliki 

hubungan kausal antara kemiskinan dan kawasan kumuh tersebut. 

Sehingga jika tingkat perekonomian masyarakat sudah diperbaiki, maka 

secara langsung masyarakat tidak apatis terhadap lingkungannya. 
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